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PENERAPAN INSENTIF PPH PASAL 25 BERDASARKAN
PMK NOMOR 9/PMK.03/2021 DAN KEP-537/PJ/2000
DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK

PADA PT PGM TAHUN 2021

ABSTRAK

I Kade Darma Yuda

Pandemi COVID-19 memukul setiap sektor perekonomian tanpa terkecuali
Indonesia. PT PGM sebagai salah satu dari banyaknya sektor yang terdampak atas
pandemi COVID-19 mengalami penurunan pendapatan namun tetap melaksanakan
kewajiban sebagai Wajib Pajak. Adanya upaya kebijakan pemerintah dalam
program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengadakan insentif perpajakan
mampu memberikan pertolongan bagi pelaku usaha ekonomi Indonesia. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25
berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dalam
meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT PGM Tahun 2021. Peneliti
menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dalam memaparkan
penerapan insentif tersebut. Adapun jenis data penelitian adalah data primer dan
sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 dapat meringankan beban
pajak penghasilan pasal 25 selama 6 bulan namun, terjadi pajak lebih bayar saat
memperhitungkan pajak penghasilan terutang akhir tahun pajak. Disisi lain apabila
adanya tambahan penerapan KEP-537/PJ/2000 maka, beban pajak penghasilan
pasal 25 perusahaan akan diminimalkan dengan terjadinya penghematan beban
pajak sebesar Rp 16.927.348 selama tahun pajak 2021.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Insentif Pajak, Peraturan Menteri
Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak
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IMPLEMENTATION OF INCENTIVE INCOME TAX ARTICLE 25
BASED ON PMK NUMBER 9/PMK.03/2021 AND KEP-537/PJ/2000

IN MINIMIZING TAX BURDEN PT PGM 2021

ABSTRACT

I Kade Darma Yuda

The COVID-19 pandemic has hit every sector of the economy, including
Indonesia. PT PGM as one of the many sectors affected by the COVID-19 pandemic
experienced a decrease in income but still carried out its obligations as a Taxpayer.
The government's policy efforts in the National Economic Recovery program by
providing tax incentives are able to provide assistance to Indonesian economic
entrepreneurs. This study aims to determine the application income tax of article
25 incentives based on PMK Number 9/PMK.03/2021 and KEP-537/PJ/2000 in
minimizing the income tax burden of income tax article 25 PT PGM 2021.
Researchers used descriptive quantitative research methods in describing the
application of these incentives. The types of research data are primary and
secondary data with data collection techniques through documentation. The results
showed that the application of income tax incentives article 25 based on the
Regulation of the Minister of Finance Number 9/PMK.03/2021 could ease the
burden of income tax article 25 for 6 months, however, there was an overpayment
of taxes when calculating the income tax payable at the end of the tax year. On the
other hand, if there is an additional application of KEP-537/PJ/2000, the
company's income tax article 25 burden will be minimized by savings the tax burden
of Rp. 16,927,348 during the 2021 fiscal year.

Keyword : Income Tax Article 25, Tax Incentive, Minister of Finance Regulation,
Director General of Tax Decree
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1.1

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 menjadi tahun yang memberikan kabar buruk bagi
seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia dengan adanya kemunculan virus
corona yang dikenal sebagai pandemi Covid-19. Bulan Maret 2020 menjadi
pencatatan kasus pertama wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang masuk ke Indonesia (Kompas.com, 2020). Seperti yang diketahui
bahwa, pandemi Covid-19 memberikan dampak merugikan terhadap kondisi
suatu negara terkhususnya negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah dalam menangani penyebaran wabah ini, salah satunya
pembatasan aktivitas masyarakat. Akan tetapi, hal ini memberikan imbas
terhadap perekonomian nasional serta menimbulkan kebangkrutan usaha
secara massal (Iswari et al., 2021).

Kebangkrutan perekonomian secara massal tersebut berdampak pada
prediksi pencapaian ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Perekonomian
Indonesia pada awal tahun 2020 masih diprediksi mengalami peningkatan
akan tetapi hal ini berubah secara dramatis karena dampak dari pandemi
Covid-19. Hal ini ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistika (BPS) angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar -2.41% pada kuartar
I tahun 2020 terhadap kuartar IV tahun 2019 (Modjo, 2020). Kuartar IV 2020

perekonomian Indonesia mulai membaik walaupun perkembangannya masih



lemah karena jika dilihat perbandingan tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2020 masih terkontraksi secara komulatif sebesar 2.07%
dibandingkan tahun 2019. Informasi terakhir yang diberitakan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistika perekonomian Indonesia secara komulatif
mengalami peningkatan sebesar 3.69% pada 2021 terhadap tahun 2020 (BPS,
2021).

Perkembangan perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik
dapat dilihat dari pertumbuhan PDB tahun terakhir yaitu tahun 2021, dimana
tidak lepas dari peran aktif pemerintah terhadap pelaku usaha yang
terdampak. Pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk mengintimidasi
dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan program Pemulihan
Ekonomi Nasional untuk memberikan dukungan pemulihan ekonomi
khususnya pada sektor UMKM (Marginingsih, 2021). Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar ke bagian rumah tangga, dan sektor
yang paling rentan (UMKM, koperasi, dan BUMN) bertujuan untuk
melindungi, menjaga, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya serta menambah daya beli masyarakat dan laporan
perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Afni, 2021). Melalui adanya
program PEN roda pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat
mengalami perkembangan yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah yang diterbitkan melalui program PEN salah
satunya memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Pajak yang

dibebankan menjadi pertimbangan besar bagi pengeluaran operasional



perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak terutang pada saat penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan perusahaan
melakukan pembayaran angsuran pajak pasal 25. Namun, dalam kondisi saat
ini dimana perusahaan mengalami penurunan atau kerugian usaha dalam dua
tahun berturut ditambah dengan kewajiban pelunasan angsuran Pajak
Penghasilan pasal 25 setiap bulan menjadi beban pajak dan akan
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun yang
merugikan bagi Wajib Pajak. Kelebihan pembayaran pajak dari perhitungan
kembali Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang
diperoleh pada akhir tahun pajak dengan memperhitungkan setoran Pajak
Penghasilan yang telah dilakukan (baik melalui pelunasan sendiri PPh pasal
25 maupun oleh pihak lain sebagai kredit pajak) tentu akan mengakibatkan
terjadinya in-efisiensi bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU KUP menjelaskan mengenai
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap (UU KUP No.
28 Tahun 2007 diubah terakhir UU KUP No. 7 Tahun 2021).

Adanya kelebihan pembayaran pajak penghasilan tersebut maka dapat

mengganggu likuiditas keuangan Wajib Pajak karena untuk proses



pengembalian kelebihan bayar pajak harus dilakukan melalui proses
verifikasi atau pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat tidak efektif
dengan durasi waktu antara 1 (satu) bulan hingga 1 (satu) tahun sejak Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran
pajak tersebut disampaikan secara lengkap baik secara langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak maupun daring.

Dengan adanya insentif khususnya pada sektor perpajakan Indonesia
dalam program PEN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 44/PMK.03/2020 yang mengalami beberapa kali penyesuaian
kemudian di awal tahun 2021 perpanjangan dan penyesuaian aturan terbaru
yakni PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak
terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (JDIH BPK RI, 2021). Bagi
pelaku usaha UMKM, pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban
pengeluaran operasional perusahaan sehingga dapat bertahan selama pandemi
(Marlinah, 2021). Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021
telah terjadi perubahan sebanyak dua kali selama tahun 2021, yang pertama
PMK No. 82/PMK.03/2021 dan kedua PMK No. 149/PMK.03/2021. Adanya
banyak perubahan dan perpanjangan dari Peraturan Kementrian Keuangan
yang mengatur tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak disebabkan
oleh adanya evaluasi dan perluasan dampak akibat pandemi Covid-19 yang
masih belum terkendalikan.

Adapun hal-hal yang termuat dalam Peraturan Kementerian Keuangan

Nomor 9/PMK.03/2021 diantaranya jenis pajak yang mendapatkan insentif



yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak
Penghasilan Final untuk UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pajak
Penghasilan Jasa Konstruksi DTP, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor,
Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pengembalian
Pendahuluan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN)
Lebih Bayar.

Melalui fasilitas insentif pajak khususnya pengurangan angsuran
Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak
dalam pembayaran beban pajak yang ditanggung perusahaan setiap bulannya
akan menjadi lebih ringan serta pelaku usaha masih bisa bertahan dan tetap
beroperasi (Sirait et al., 2021). Pada bahasan ini peneliti terfokus pada
pemaparan mengenai insentif pajak penghasilan angsuran PPh Pasal 25.
Dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap PMK yang berlaku,
pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU) untuk penerima fasilitas pengurangan angsuran pajak penghasilan
pasal 25 yang berlaku. Dalam PMK No. 9 tahun 2021 terdapat 1.018 KLU
yang dapat memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan Pasal 25. Namun,
dalam PMK No. 82 Tahun 2021 pemerintah mengurangi KLU yang berhak
atas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menjadi 216 KLU yang berlaku
pada masa Juli hingga Desember 2021.

Disisi lain pada perubahan kedua dalam PMK No. 149 Tahun 2021
pemerintah menambah KLU yang berhak atas pengurangan angsuran PPh

Pasal 25 menjadi 481 KLU. Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri



Keuangan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang
berhak menerima insentif menyebabkan beberapa perusahaan tidak lagi dapat
memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah yang dapat mengakibatkan
kelebihan pembayaran pajak dikarenakan pemberlakuan pembayaran
angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 kembali normal.

Untuk mencegah hal itu terjadi Direktorat Jenderal Pajak
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk dapat mengajukan pengurangan
angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang kebijakannya diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000 tentang
Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal
Tertentu (Putri et al., 2022). Permohonan pengurangan angsuran PPh Psl 25
yang mengacu pada KEP 537/PJ/2000 sesuai kontrol internal Wajib Pajak itu
sendiri sehingga bergantung pada perlakuan perencanaan pajak Wajib Pajak.

PT. PGM menjadi salah satu perusahaan yang terdampak oleh
adanya wabah Corona Virus Disease 2019 yang masih terjadi sampai saat ini.
Perusahaan yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Lingkungan
Pengenderan, Kedonganan, Kuta, Badung, Bali merupakan perusahaan yang
bergerak pada bidang industri percetakan umum mengalami penurunan
pendapatan dalam hal kegiatan operasi dimana, membuat kondisi
pengeluaran dan penerimaan perusahaan tidak seimbang. Salah satu
pengeluaran yang menjadi beban perusahaan yaitu beban pajak atas

pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya.



Tabel 1.1
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang PT. PGM selama
Tahun 2021
Angsuran PPh Pasal
Masa Pajak 25 Terutang selama
2021
M @
Januari Rp 5.222.622
Februari Rp 5.222.622
Maret Rp 5.222.622
April Rp 5.222.622
Mei Rp 5.222.622
Juni Rp 5.222.622
Juli Rp 5.222.622
Agustus Rp 5.222.622
September Rp 5.222.622
Oktober Rp 5.222.622
November Rp 5.222.622
Desember Rp 5.222.622
Total Rp 62.671.464

Sumber: Data sekunder, diolah tahun 2022

PT. PGM tidak melewatkan kesempatan dengan memanfaatkan
fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas insentif pengurangan
angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai Peraturan Menteri Keuangan
yang berlaku digunakan perusahaan karena dirasa mampu membantu
perusahaan dalam meringankan beban pajak yang ditanggung perusahaan
selama masa pandemi ini. Disisi lain, dalam tahun berjalan terjadi perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan yang menyebabkan wajib pajak tetap harus
menunaikan kewajiban pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25
secara normal tanpa adanya insentif pajak. Melihat kondisi tersebut

perusahaan kemudian seharusnya mulai memanfaatkan celah untuk
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meminimalkan pajak yang berpedoman pada KEP 537/PJ/2000 dimana
perusahaan dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran
pajak penghasilan pasal 25 dengan memperkirakan akan adanya lebih bayar
secara fiskal.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas, peneliti tertarik
melakukan penelitian lebih lanjut pada PT. PGM untuk mengetahui peranan
dari pemanfaatan insentif pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
yang digunakan oleh PT. PGM dengan judul “Penerapan Insentif PPh Pasal
25 Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan KEP-537/PJ/2000

dalam Meminimalkan Beban Pajak Pada PT PGM Tahun 2021”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan
PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dalam meminimalkan beban pajak
penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021?

Bagaimanakah penerapan KEP-537/PJ/2000 dalam meminimalkan beban
pajak penghasilan pasal 25 apabila PT. PGM menerapkannya pada tahun

20217



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk mengetahui penerapan insentif pajak penghasilan pasal 25

berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku dalam
meminimalkan beban pajak penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021.
Untuk mengetahui penerapan KEP-537/PJ/2000 dalam meminimalkan

beban pajak penghasilan pasal 25 PT. PGM Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat
mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan
khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan dengan adanya
penelitian ini mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai peraturan-
peraturan perpajakan yang berlaku baik peraturan terbaru atau peraturan
yang sudah berlaku sejak lama seperti peraturan pajak mengenai insentif
Pajak Penghasilan Pasal 25.
Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran bagi
perusahaan sejenis mengenai penerapan insentif pajak khususnya insentif
pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berjalan apabila

perusahaan mengalami kondisi yang serupa. Disisi lain juga, diharapkan
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dengan ini perusahaan mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan

berbagai celah dari kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang

diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku untuk
membantu perekonomian perusahaan.

. Bagi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Adapun kegunaan penelitian ini bagi instansi Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali adalah:

1) Menambah bahan literatur serta dapat dijadikan bahan referensi dan
pembanding bila pada waktu mendatang dilakukan penelitian dengan
topik yang sejenis.

2) Untuk meningkatkan kualitas dari lulusan Jurusan Akuntansi Politeknik
Negeri Bali terutama sebagai calon tenaga kerja dalam bidang

perpajakan yang siap kerja.



5.1

BABV
KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Penerapan insentif pengurangan angsuran Pajak Pengasilan pasal 25

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/2021 dengan
pengurangan angsuran sebesar 50% yang berlaku mulai masa pajak
Januari sampai dengan masa pajak Juni 2021 memberikan dampak positif
bagi perusahaan selama masa pandemi. Hal tersebut didapatkan karena
beban pajak perusahaan dari masa pajak Januari sampai masa pajak
Desember 2021 sebesar Rp62.671.464 sebelum memanfaatkan insentif
penguranan angsuran 50%. Sedangkan ketika PT PGM memanfaatkan
insentif pajak, beban angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 PT PGM masa
pajak Januari sampai dengan Desember 2021 menjadi sebesar
Rp47.003.598. Terdapat penghematan beban pajak penghasilan atas

angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2021 sebesar Rp 15.667.866.

. Penerapan pemanfaatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

537/PJ/2000 berdasarkan pembahasan peneliti diatas mempengaruhi
jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 menjadi lebih
kecil dan juga untuk menghindari adanya kelebihan pembayaran pajak di
akhir tahun pajak. Saat perusahaan sudah memanfaatkan insentif dari
PMK jumlah pembayaran selama setahun adalah sebesar Rp47.003.598.

Sedangkan apabila PT PGM menerapkan KEP-537/PJ/2000 maka jumlah

53



5.2

pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 menjadi Rp36.138.525. Jumlah
tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Sehingga penerapan
KEP-537/PJ/2000 dapat meminimalkan beban pajak PT PGM tahun 2021.
Dampak positif bagi PT PGM dengan menerapkan insentif pajak sesuai
PMK Nomor 9/PMK/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dapat mengefisiensi
pengeluaran beban pajak perusahaan sebesar Rp 16.927.348 selama tahun

pajak 2021.

Saran

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan fasilitas insentif
perpajakan khususnya pemberian insentif pengurangan angsuran Pajak
Penghasilan pasal 25 bagi Wajib Pajak dapat memberikan keringanan beban
pajak yang ditanggung perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan pada
masa pancemi Covid-19. Bagi perusahaan yang belum maupun sudah
memanfaatkan insentif khususnya dalam penelitian ini yaitu PT PGM
diharapkan untuk dapat terus mengetahui aturan terbaru maupun yang sudah
ada terkait pemberian insentif perpajakan yang berlaku dan pemanfaatan
aturan pajak yang dapat diterapkan salah satunya yaitu Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP 537/PJ/2000.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menerapkan
sehingga meringankan beban pajak yang kemudian dialokasikan ke

operasional perusahaan lainnya sehingga dapat bertahan selama masa



pandemi Covid-19. Peneliti juga menyampaikan saran terhadap pemerintah
terkhususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar
kedepannya dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk

memulihkan ekonomi Indonesia bagi pelaku usaha terdampak pandemi.
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